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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Komunikasi, Kompetensi
Pegawai dan Keadilan Pelayanan  Terhadap Kualitas Pelayanan Publik  dalam
Pengurusan/Pembuatan E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Palembang. Jenis penclitian ini menggunakan metode kuantitatif. Variabel yang digunakan
adalah komunikasi, kompetensi pegawai dan keadilan pelayanan yang dihubungkan dengan
kualitas pelayanan publik. Populasi dalam penclitian ini yaitu masyarakat di Kota
Palembang dalam pengurusan/pembuatan E-KTP pada Disdukcapil Kota Palembang yang
bersifat infinite dan sampel ditetapkan scbanyak 100 orang yang diambil dengan teknik
purposive sampling. Data yang digunakan dalam penclitian ini adalah data primer dengan
teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan
analisis kualitatif yang dikuantitatifkan dan analisis regresi linier berganda. Hasil dari
penclitian im1 menunjukan bahwa  Komunikasi, Kompetensi Pegawai dan Keadilan
Pelayanan sccara simultan dan signifikan mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik dalam
Pengurusan/Pembuatan E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Palembang. Dalam uji parsial variabel Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan/Pembuatan E-KTP Pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, scdangkan variabel Kompetensi
Pegawai dan Keadilan Pelayanan tiduk berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelayanan
Publik dalam Pengurusan/Pembuatan E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palembang,

Kata Kunci : Komunikasi, Kompetensi Pegawai, Keadilan Pelayanan, Kualitas Pelayanan
Publik
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ABSTRACT

This research aims to determine the influence of communication, employee
competency and service fairness on the quality of public services in managing/making e-
KTPs at the Palembang City Population and Civil Registration Service. This type of
research uses quantitative methods. The variables used are communication, employee
competence and service fairness which are linked to the quality of public services. The
population in this research is the people in Palembang City who are processing/making E -
KTPs at the Palembang City Dukcapil Office which is infinite and the sample was
determined at 100 people taken using a purposive sampling technique. The data used in
this research is primary data with data collection techniques through questionnaires.
Furthermore, the data analysis technique uses quantitative qualitative analysis and
multiple linear regression analysis. The resulls of this research show that Communication,
Employee Competence and Service Fairness simultancously and significantly influence the
Quality of Public Services in the Management/Making of E-KTPs at the Palembang City
Population and Civil Registration Service. In the partial test, the Communication variable
has a positive and significant effect on the Quality of Public Services in Managing/Making
E-KTPs at the Population and Civil Registration Service of Palembang City, while the
Employee Competency and Service Fairness variables do not have a significant effect on
the Quality of Public Services in Managing/Making E-KTPs. At the Palembang City
Population and Civil Registration Service.

Keywords: Communication, Employee Competence, Service Fairness, Public Service
Quality
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bergulirnya reformasi di Negara Republik Indonesia menimbulkan perubahan pada
sendi-sendi kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut dapat kita rasakan hampir pada setiap
sector, yaitu pada bidang sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya. Seiring dengan
perubahan strategis di berbagai sektor tersebut semakin cepat dan luas maka segala sesuatu
yang berkualitas dan mudah sangat diharapkan oleh masyarakat terutama pada pelayanan
publik. Kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator dari keberhasilan
penyelenggaraan pemerintah. Instansi pemerintah pelaksana pelayanan publikpun merubah
dan menata sistem pelayanannya guna menghadapi tantangan dan tuntutan masyarakat yang
begitu besar apalagi dalam rangka mewujudkan good governance di mana akuntabilitas
menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan,
maka pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan terbuka untuk rakyat menjadi
keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyempurnakan peraturan
sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang tersebut
memuat aturan yang mendukung terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik merupakan salah satu
perwujudan dari fungsi aparatur pemerintah negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan
publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan
dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dinyatakan bahwa:



“Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat di daerah
dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam
bentuk barang dan jasa baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Keputusan
MENPAN Nomor 63/2003).

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat. Keberadaan pemerintah
tidak hanya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta
menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan
kemampuan dan kreativitasnya. Karena itu, birokrasi publik atau aparat pemerintah
berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat dalam kehidupan bernegara melalui lembaga-lembaga yang telah dibentuk
sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang merupakan tanggungjawabnya.

Dalam latar belakang KEPMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 dinyatakan
bahwa “pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai
kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat”. Hal ini
dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan dunia
usaha, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, seperti menyangkut
prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang
informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana
pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak
dijumpai praktek pungutan liar, tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpangan dan
KKN. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tubuh pemerintahan negara pada semua
jenjang dan jenisnya memiliki struktur birokrasi yang panjang, gemuk dan berbelit,
akibatnya urusan di dalam lembaga penyedia layanan publik membutuhkan waktu yang lebih
lama serta biaya tinggi. Warga negara sering merasa kecewa dengan pelayanan publik yang

berpihak pada golongan tertentu, komunikasi yang dibangun oleh aparat penyedia layanan



juga kurang ramah dan kurang efektif, sehingga dapat menimbulkan kesan yang kurang baik
terhadap aparatur pemerintah. “Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani
masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan”
(Keputusan MENPAN Nomor 63/2003).

Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan oleh masyarakat dari petugas
pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan maka persepsi kualitas pelayanan menurut
mereka adalah baik. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima tidak atau kurang sesuai
dengan apa yang diharapkaan maka persepsi kualitas pelayanan akan buruk.

Keberhasilan pelayanan tidak terlepas dari komunikasi organisasi, yaitu komunikasi
yang terjalin antara pegawai atau petugas pelayanan dengan masyarakat atau pengguna
layanan. Komunikasi di sini berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pengguna
layanan. Selain itu, komunikasi yang disampaikan oleh pegawai memberikan dampak
terhadap kualitas pelayanan. Arenawati (2010:131) dalam penelitiannya menyimpulkan
bahwa “kemampuan komunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan kepuasan
masyarakat”. Kemudian Sunarto (2005:412) dalam jurnalnya menyatakan bahwa
“komunikasi akan lebih berpengaruh dengan dukungan keterbukaan yang kondusif melalui
wadah yang melembaga secara sistematis, sehingga diperoleh ketersediaan, kecukupan,
keberlanjutan komunikator, pesan dan media”. Dengan komunikasi yang baik maka segala
bentuk informasi akan tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai
pengguna layanan dengan tujuan akhir menghasilkan efek yang diharapkan, yaitu
pemahaman dan persepsi sama terkait pelayanan yang ingin dicapai baik dari sisi pengguna
layanan maupun dari penyedia layanan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Draha dalam
Hardiansyah (2011:134) yang menjelaskan bahwa:

“Komunikasi menekankan pada dua aspek, yaitu: pertama memberikan tekanan pada

proses penyampaian berita/ informasi kepada masyarakat, yang kedua memberikan
tekanan pada pertukaran nilai atau proses pertukaran pikiran yang berupa timbal balik



antara pelayanan yang diberikan terhadap pelayanan yang diharapkan oleh
masyarakat guna mencapai pemahaman bersama antara kedua belah pihak.”

Tugas pegawai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya
membutuhkan komunikasi yang baik. Sumber daya manusia (SDM) juga memiliki peran
yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. SDM yang dimaksud
di sini adalah kompetensi pegawai. Pegawai yang mempunyai kompetensi kerja yang baik
tentu akan mudah untuk melaksanakan semua tanggung jawab pekerjaan, mampu membaca
situasi dan permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan, serta dapat memberikan respon yang
tepat dan memiliki penyesuaian diri yang baik dengan lingkungannya. Sutrisno (2011:203)
menyatakan bahwa “kompetensi adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan
dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan
tugas dan pekerjaan di tempat kerja mengacu pada masyarakat kerja yang ditetapkan”.
Kemudian Bawole, Lengkong dan Kiyai (2015:13) juga menyimpulkan bahwa ‘“faktor
kualitas pelayanan publik berupa struktur organisasi, kemampuan aparat dan sistem
pelayanan secara simultan maupun parsial memiliki hubungan korelasi yang positif dengan
faktor kepuasan masyarakat™. Selain itu, Gunadi, Irawan, Ratnasari dan Wibisono (2015:11)
menyimpulkan bahwa “kompetensi pegawai dapat berpengaruh secara tidak langsung
terhadap kepuasan mitra melalui kepuasan pelayanan.”

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 Dinas Kependudukan
dan Pencatatn Sipil yang disingkat Disdukcapil adalah perangkat daerah yang membidangi
urusan administrasi kependudukan di provinsi atau kabupaten/kota. Salah satu bentuk
empiris dari pelayanan yang bersifat strategis bagi Pemerintah Negara/Daerah yaitu adanya
pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan Pemerintah Negara/Daerah
kepada masyarakat. Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen
kependudukan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,

perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, Informasi



mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau
keluarganya.

Disdukcapil Kota Palembang adalah salah satu instansi yang berwenang untuk
melakukan pencatatan sipil dan masalah administrasi kependudukan. Pelayanan
kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang merupakan salah satu intansi yang
tetap terus melayani masyarakat dalam hal pengadministrasian kependudukan meski
ditengah pandemi dengan menerapkan inovasi pelayanan yang memaksimalkan digitalisasi.
Salah satu inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Palembang adalah
melakukan pelayanan pembuatan e-KTP secara online. Dengan terlebih dahulu
mendaftarkan diri secara online dengan menghubungi petugas capil yang sesuai dengan
kecamatan masing-masing.

Gambar 1.1 Layanan Informasi Pengajuan Pembuatan e-KTP
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Salah satu pelaksanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Palembang juga dituntut untuk memberikan suatu pelayanan yang berkualitas sesuai dengan

harapan dan keinginan bagi masyarakat Kota Palembang. Berdasarkan hasil laporan dari



petugas layanan informasi setiap harinya terdapat lebih dari 100-150 orang warga yang
menghubungi masing-masing dari nomor handphone tersebut. Hal ini yang menyebabkan
pegawai kurang merespon dengan baik dan cepat terkait masalah yang ada serta susah di
mengerti. Pegawai Disdukcapil tidak mampu memberikan jaminan kepastian waktu
penyelesaian berkas apabila masyarakat yang ingin dilayani dalam jumlah yang banyak
maka proses penyelesaiannya tidak bisa tepat waktu, terkadang terjadinya mati jaringan
pusat sehingga proses pencetakan e-ktp di berhentikan, dan warga yang sedang mengurus di
suruh pulang kerumah dan datang lagi besok hari.

Tabel 1.1 Jumlah Perekaman Wajib KTP-el Tahun 2020

Indikator Target Realisasi Keterangan

Jumlah  Perekaman | 1.191.873 | 1.169.948 | Total Perekaman dari tahun
Wajib KTP-el sebelumnya  hingga  akhir

semester 1 tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Palembang

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dalam perekaman wajib e-KTP belum
teralisasikan sehingga belum mencapai target yang diinginkan. Di masa pandemi covid-19,
perekaman wajib e-KTP dilakukan beberapa bulan sekali dikarenakan agar terhindarnya dari
keramaian, perekaman wajib itu sendiri dilakukan di kecamatan masing-masing daerah
sehingga semua warga Kota Palembang bisa melakukan perekaman tanpa harus ke
Disdukcapil Kota Palembang.

Dengan melihat bahwa e-KTP ini sangat penting untuk warga negara Indonesia,
sangat disayangkan apabila penerapan Pelayanan Prima tidak diterapkan dan tidak sesuai
dengan standar pelayanan yang semestinya. Jika dilihat kondisi Disdukcapil Kota
Palembang telah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baik dan benar,
tapi sistem dan pelayanan dari Disdukcapil Kota Palembang tidak berjalan sesuai dengan

semestinya sehingga berdampak pada efesiensi waktu. Banyak masyarakat yang mengeluh



tentang pencairan pembuatan e-KTP yang tidak tepat waktu dan kurang jelasnya informasi
bagaimana pendaftaran secara online/offline.

Maka dari itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang diharapkan dapat menemukan
permasalahan terkait Kualitas Pelayanan di Disdukcapil Kota Palembang serta memberikan
solusinya. Yaitu melakukan penelitian mengenai ‘“Pengaruh Komunikasi, Kompetensi
Pegawai Dan Keadilan Pelayanan Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan

E-Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada
penelitian ini adalah:

1. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan?

2. Apakah kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kualitas pelayanan?

3. Apakah keadilan pelayanan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Guna membuktikan secara empiris bahwa sumber daya manusia berkontribusi positif
pada kualitas pelayanan dalam pembuatan e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Palembang.

2. Guna membuktikan secara empiris bahwa infrastruktur teknologi dan komunikasi
berkontribusi positif pada kualitas pelayanan dalam pembuatan e-KTP oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

3. Guna membuktikan secara empiris bahwa komitmen organisasi berkontribusi positif
pada kualitas pelayanan dalam pembuatan e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian
Aspek teoritis dan praktis dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat
sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Manfaat secara teoritis dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Bagi Pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih

lanjut dan sebagai sumber informasi untuk penelitian masa depan.



b. Bagi penulis, hasil Penelitian ini untuk menambah wawasan ilmiah serta dapat
mengembangkan teori yang dipraktekan dan mengetahui kualitas pelayanan secara
aktual.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan
masukan bagi pemerintah untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran yang akan
membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan lebih
baik di masa yang akan datang.

b. Manfaat praktis bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang,

temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberi solusi permasalahan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan
Implementasinya, Gava Media, Yogyakarta, 2011.

Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya.
Bandung: Mandar Maju

Lijan, Poltak Sinambela. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Moenir, H.AS. 2008. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Mukarom, Zaenal & Laksana, Muhibudin W. 2015. Manajemen Pelayanan Publik.
Bandung: CV. Pustaka Setia

Semil, Nurmah. 2018. Pelayanan Prima Instansi Pemerintahan. Depok : Prenadamedia
Group.

Sudjana. 2009. Metode Statistika. Bandung: Tarsito

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta

Jurnal/Skripsi/Tesis

Cecep Mohamad Kapi. 2019. Pengaruh Komunikasi Terhadap Kualitas Pelayanan.Jurnal
Manajemen, Keuangan dan Komputer. V2 No.4

Parasuraman, A., Valarie Zeithaml, dan Leonard Berry. (1988). SERVQUAL: A Multiple-
Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of
Retailing, 64, 23.

Rini Wulandari. 2017. Pengaruh Komunikasi, Kompetensi Pegawai Dan Keadilan
Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Melalui Kualitas Pelayanan Sebagai
Variabel Intervening Pada Satuan Penyelenggaraan Administrasi Sim (Satpas)

Polrestabes Semarang. Skripsi Universitas Negeri Semarang

70



Zafril, Muhammad. 2022. Pengaruh Keadilan Pelayanan Terhadap Kualitas Hubungan dan
Kualitas Layanan serta Loyalitas Konsumen Toyota Auto 2000. Skripsi Universitas
Islam Indonesia

Peraturan Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatn
Sipil

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

71



